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ABSTRAK 

Limbah sampah plastik masih menjadi masalah publik yang sukar dipecahkan dan menimbulkan berbagai dampak 

negatif terhadap lingkungan, maka pemerintah memberlakukan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik 

merupakan implementasi dari hierarki pengelolaan sampah di beberapa daerah. Kemampuan sumber daya yang rendah 

dan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi yang masih tinggi tidak menunjukkan proses yang sistematis, 

menyeluruh, dan berkesinambungan antara pengurangan dan penanganan sampah plastik. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi. Metode 

penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik di Kabupaten Bekasi belum terimplementasi dengan optimal dibuktikan dengan 4 (empat) faktor, yaitu: 1) 

Faktor komunikasi menunjukkan adanya ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan belum masif; 

2) Faktor sumber daya memperlihatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki yang belum memadai; 3) Faktor 

disposisi menunjukkan komitmen dari masyarakat melalui pemahaman dan responsivitas yang kurang baik terhadap 

adanya kebijakan; 4) Faktor struktur birokrasi juga masih ditemukan kekurangan dan hambatan terkait fragmentasi 

dan standar operasional prosedur. Rekomendasi yang dapat diberikan ialah diperlukannya peningkatan sumber daya 

yang memadai dan inovasi kebijakan yang dapat menstimulasi masyarakat untuk terlibat dan berperan aktif 

mengurangi sampah plastik. 

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, kantong plastik, pemerintah 

 
ABSTRACT 

Plastic waste is still a public problem that is difficult to solve and causes various negative impacts on the environment, 

so the government enacted a policy to reduce the use of plastic bags as an implementation of the waste management 

hierarchy in several regions. Low resource capability and high use of plastic bags in Bekasi Regency do not indicate 

a systematic, thorough and sustainable process between reducing and handling plastic waste. This study aims to 

analyze the implementation of policies to reduce the use of plastic bags in Bekasi Regency. The research method used 

is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The 

results of the study show that the policy to reduce the use of plastic bags in Bekasi Regency has not been implemented 

optimally as evidenced by 4 (four) factors, namely: 1) The communication factor indicates unclearness and 

inconsistency through not yet massive policy outreach; 2) The resource factor shows inadequate capabilities and 

facilities; 3) The disposition factor shows commitment from the community through poor understanding and 

responsiveness to the existence of policies; 4) The bureaucratic structure factor also found deficiencies and obstacles 

related to fragmentation and standard operating procedures. The recommendations that can be given are the need 

for an increase in adequate resources and policy innovations that can stimulate the public to be involved and play an 

active role in reducing plastic waste. 

Keywords: Implementation, policy, plastic bag, goverment 

 

 

PENDAHULUAN  

Plastik telah berkembang seiring dengan 

masyarakat. Banyak kemajuan di beberapa sektor 

disebabkan oleh plastik (Sousa, 2021). Namun 

adanya sampah plastik masih menjadi masalah 

publik yang sukar dipecahkan. Apalagi penggu-

naan bahan plastik semakin lama semakin meluas 

dan meningkat karena sifatnya kuat dan tidak mu-

dah rusak oleh pelapukan. Di Indonesia, kebutu-

han plastik terus meningkat hingga mengalami 

kenaikan rata-rata 200 ton per tahun (Arico & 

Jayanthi, 2018). Hal ini kemudian menimbulkan 

limbah sampah plastik (Qodriyatun et al., 2019), 

karena sangat potensial mencemari lingkungan 

karena berbahaya bagi kesehatan (Anom & 

Lombok, 2020).  

Pencemaran plastik di Indonesia diperkir-

akan akan terus meningkat, sebagai dampak dari 

pertumbuhan sektor dan industri pengguna plastik, 

seperti industri makanan dan minuman yang 
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diperkirakan akan tumbuh 5-7 persen dan terus 

meningkat pesat  (Napitupulu et al., 2021). Ter-

lebih saat ini kapasitas pengolahan limbah plastik 

masih terbilang minim. Hal itu berkaitan dengan 

data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (LHK) RI yang menyebutkan bahwa 

plastik hasil dari 100 toko atau anggota Asosiasi 

Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) dalam 

waktu 1 tahun saja, telah mencapai 10,95 juta 

lembar sampah kantong plastik. Jumlah tersebut 

ternyata setara dengan luasan 65,7 hektar kantong 

plastik (Putra et al., 2021).  

Kondisi mengkhawatirkan ini harus dita-

ngani cepat tanggap baik dengan pemerintah se-

tempat atau masyarakat disekelilingnya (Ismian-

dini et al., 2020). Pemerintah telah memberlaku-

kan kebijakan pelarangan plastik sekali pakai. 

Beberapa daerah sedang gencar mengatur larangan 

terhadap produk kebijakan penggunaan kantong 

plastik, dengan menggunakan instrumen peraturan 

kepala daerah. Salah satunya yakni Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan mengeluar-

kan kebijakan melalui Peraturan Bupati Bekasi 

Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Pe-

nggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini bertujuan 

untuk melindungi wilayah daerah dari pencemaran 

dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh 

penggunaan kantong plastik. Dalam hal ini, sasaran 

kebijakan terdiri dari pelaku usaha, pusat 

perbelanjaan, dan toko modern. Dengan demikian 

dapat menjaga kelangsungan kehidupan makhluk 

hidup dan kelestarian ekosistem (Lestari & As’ari, 

2022). 

Sebagaimana pada Pasal 4 Peraturan Bupati 

Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengura-

ngan Penggunaan Kantong Plastik bahwa Pemkab 

Bekasi mempunyai tugas memfasilitasi, mengem-

bangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan 

penggunaan kantong plastik. Akan tetapi, hingga 

saat ini Kabupaten Bekasi hanya memiliki kapa-

sitas layanan 800 ton per hari dari timbulan sam-

pah 2.400 ton per hari. Kondisi tersebut diper-parah 

dengan kondisi TPA Burangkeng yang berumur 21 

tahun dan kapasitasnya sudah penuh atau dengan 

kata lain secara akademis tidak layak dilanjutkan 

karena memberikan dampak negatif bagi 

lingkungan sekitar. Luas TPA tersebut hanya 11,6 

ha.  

Lebih lanjut, untuk memperluas TPA 

terkendala Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang 

Wilayah yang telah mematok luas TPA hanya 11,6 

ha. Sehingga membuat TPA Burangkeng ti-dak 

bisa diperluas (KLHK, 2019). Diungkap oleh Noeh 

(2022) yaitu kondisi TPA yang beroperasi secara 

open dumping di mana setelah sampah diangkut di 

TPA Burangkeng, sampah yang ter-angkut hanya 

ditumpuk dengan metode open dumping, padahal 

Pasal 44 Undang-Undang No-mor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan 

setiap pemerintah daerah untuk menutup TPA open 

dumping paling lambat tahun 2013 (Cetha et al., 

2022). Sistem open dumping harus direvitalisasi 

menjadi controlled landfill untuk kota sedang/kecil 

dan sanitary landfill un-tuk kota besar 

menyesuaikan dengan kondisi tempat pemrosesan 

akhir masing- masing wilayah. Hal ini dikarenakan 

terkendala ketersediaan lahan dan biaya konstruksi 

(Meidiana & Mashita, 2018).  

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah berusa-

ha membangun green behavior masyarakat de-

ngan menerapkan kebijakan “kantong plastik 

berbayar” saat konsumen berbelanja di gerai-gerai 

perbelanjaan. Salah satunya melalui program Ber-

seka yang bertujuan untuk mewujudkan lingku-

ngan hidup dan kampung yang terlihat kumuh 

menjadi lebih sehat dan bersih. Akan tetapi, pada 

kenyataannya masih banyak masyarakat menge-

luhkan keberadaan TPA Burangkeng yang me-

ngalami kelebihan kapasitas (Republika.co.id, 

2022). Kondisi TPA yang semakin mengecil, 

kurangnya dukungan dan sosialisasi dari pe-

merintah terhadap pengelolaan sampah mengu-

rangi efisiensi dalam pengangkutan sampah  

(Fadhlurrahman & Burhanuddin, 2021). 

Penelitian Lestari & As’ari (2022) menunjuk-

kan bahwa implementasi kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik di Kabupaten Siak 

belum berjalan optimal karena sosialisasi yang 

belum menyeluruh, hadirnya pedagang kaki lima 

yang tidak tertib, tidak ada pemberian sanksi bagi 

pelanggar, dan kebiasaan masyarakat yang sulit di 

ubah. Abdurahman et al. (2021) mengemukakan 

implikasi penerapan pengurangan penggunaan 

kantong plastik pada mini market di masyarakat 

pinggiran sungai tidak efektif selama 3 tahun. 

Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor perilaku 

ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat. 

Urgensi penelitian ini sebagaimana diung-

kapkan oleh Ismiandini et al., (2020), tujuan dari 

dibentuknya kebijakan pengurangan penggunaan 

kantong plastik ialah salah satu strategi peme-

rintah untuk menekan pertumbuhan kantong plas-

tik yang selama ini menjadi pencemar di ling-

kungan hidup. Oleh sebab itu, adanya pembatasan 

dalam penggunaan kantong plastik nantinya akan 

berdampak pada lingkungan, yaitu berkurangnya 

sampah plastik yang terdapat di TPA serta 

masyarakat dapat beralih menggunakan kantong 

plastik yang tidak sekali pakai. Menurut Anom & 

Lombok (2020) limbah sampah plastik sangat 
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potensial mencemari lingkungan karena akan 

memberikan banyak masalah seperti mengotori 

lingkungan sekitar, dan jika terjadi kebakaran 

plastik menimbulkan zat-zat yang berbahaya bagi 

kesehatan. 

Uddin (2019) menjelaskan bahwa sifat 

implementasi kebijakan yang operasional ialah 

program yang memuat substansi yang mudah 

dipahami serta dijalankan oleh pelaksana. Ke-

bijakan tidak hanya memuat tentang kejelasan 

sasaran serta tujuan tetapi juga secara detail telah 

mencerminkan sumber daya yang dibutuhkan. 

Dipertegas Barberá et al. (2019), jika sebuah isu 

telah menjadi masalah publik, dan mendapatkan 

prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut 

berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik 

yang lebih daripada isu lain. Menurut Edward III 

dikutip Nuzululita A et al., (2020) terdapat 4 

(empat) faktor yang mempunyai pengaruh ter-

hadap kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan 

yang penjabarannya yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini 

berupaya guna mempertajam, meringkas tentang 

sesuatu sebenarnya dipandang utama bagi ke-

bijakan publik.  

 

METODE 

Metode penelitian ini menggunakan pen-

dekatan deskriptif kualitatif agar peneliti dapat 

memberikan gambaran data dan fakta secara detail 

berbentuk kata atau gambar dalam tulisan bersifat 

naratif. Nantinya implementasi pengurangan peng-

gunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi dapat 

digambarkan dengan jelas dan mudah. Menurut 

Anggito & Setiawan (2018), penelitian kualitatif 

merupakan pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci. Selanjutnya fokus dalam pene-

litian ini menggunakan model Edward III dikutip 

Nuzululita A et al., (2020) menggambarkan empat 

indikator faktor kritis yang mempengaruhi keber-

hasilan atau kegagalan implementasi kebijakan 

publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan 

ialah observasi, dokumentasi, dan wawancara de-

ngan yang dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling. Dalam hal ini, informan penelitian 

diantaranya yaitu Pelaksana Tugas Kepala DLH 

Kabupaten Bekasi, Kepala Bidang Kebersihan 

DLH, dan masyarakat sekitar TPA Burangkeng 

Kabupaten Bekasi. Teknik analisis data meng-

gunakan model interaktif menurut Miles et al., 

(2019) yang memulai analisis dari pengumpulan 

data, kondensasi data, penyajian data hingga pada 

penarikan kesimpulan. Sementara, uji keabsahan 

data yang digunakan yaitu derajat kepercayaan 

(credibility) yang dilakukan dengan pengamatan 

lebih cermat dan berkesinambungan, triangulasi 

data, menggunakan bahan referensi, dan meng-

adakan membercheck agar informasi yang di-

peroleh valid dan kredibel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara komprehensif temuan-temuan di la-

pangan berdasarkan pengamatan penulis pada 

kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Untuk menganlisis implementasi 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik di Kabupaten Bekasi, maka mengacu pada 

fokus penelitian menurut Edwards III dikutip 

Nuzululita A et al., (2020), menjelaskan bahwa 

implementasi menjadi tahapan pada proses ke-

bijakan memiliki 4 (empat) faktor yaitu, komu-

nikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birok-

rasi, yang keseluruhan mempunyai pengaruh ter-

hadap kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan. 

Komunikasi 

Menurut Edward III dikutip Nuzululita A et 

al., (2020), komunikasi merupakan hal penting dan 

mempengaruhi dalam implementasi kebijakan 

publik. Pertama, proses transimisi guna penya-

luran komunikasi telah terangkai dalam imple-

mentasi kebijakan pengurangan penggunaan kan-

tong plastik melalui website Kabupaten Bekasi dan 

media sosial seperti instagram, facebook dan 

youtube, serta penyampaian pesan secara audio-

visual melalui radio daerah. Hal ini dilaksanakan 

melalui pemberian kewenangan dan tanggung 

jawab kepada DLH selaku implementor ujung 

tombak untuk mensosialisasikan dan mendise-

minasi kebijakan kepada para pelaku usaha, pusat 

perbelanjaan, toko modern, penyedia kantong 

plastik, dan pengguna kantong plastik. Kewe-

nangan yang dimiliki DLH didasarkan pada Pasal 1 

Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 

Tahun 2019.  

Masih terdapat masyarakat yang merasa 

bahwa sosialisasi kebijakan pengurangan peng-

gunaan kantong plastik tidak menyasar kepada 

semua pihak atau belum masif dan maksimal 

sehingga mereka masih bebas menggunakan kan-

tong plastik, terutama bagi masyarakat yang tinggal 

di daerah perdesaan, maupun pengusaha toko 

kelontong rumahan dan pasar tradisional. Menurut 

Samhsa (2019), faktor komunikasi sangat berperan 

guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

yang mana kegagalan ketika membangun 
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komunikasi pelayanan publik menyebabkan ter-

ganggunya informasi pelayanan publik. 

Kedua, berkaitan dengan kejelasan dalam 

komunikasi ditujukan kepada implementor mau-

pun kelompok sasaran. Bagi para implementor 

harus dan telah memahami maksud, tujuan, sasa-

ran, substansi, dan materi kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi 

sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bupati Ka-

bupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019. Kemudian 

bagi kelompok sasaran diketahui beberapa pelaku 

usaha terutama waralaba toko ritel modern, telah 

menerapkan kebijakan ini dengan menggunakan 

kantong atau tas ramah lingkungan sebagai pe-

ngganti kantong plastik. Meskipun himbauan me-

lalui sosialisasi kebijakan tidak menyasar kepada 

semua pihak atau belum masif dan maksimal. Ke-

jelasan komunikasi merupakan hal penting dalam 

pendistribusian informasi, terutama informasi yang 

berkaitan dengan khalayak ramai (Maruf, 2019). 

Sudah menjadi kewajiban pemerintah melalui 

kebijakan dan aturan yang dikeluarkan dengan 

komunikasi dan pertukaran informasi pada semua 

pihak (Hyland et al., 2021). 

Ketiga, sebelum memberikan perintah yang 

konsisten dan jelas dari implementasi kebijakan 

pengurangan penggunaan kantong plastik. Ter-

lebih dahulu dilakukan upaya oleh implementor 

untuk membaca, mengerti, dan memahami secara 

komprehensif Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi 

Nomor 34 Tahun 2019. Termasuk di dalamnya 

memahami maksud, tujuan, sasaran, substansi, dan 

materi dari kebijakan tersebut. Sehingga pelak-

sanaan kebijakan dapat tepat sasaran dan optimal. 

Konsistensi berarti kebijakan tersebut harus 

dilaksanakan tanpa adanya perubahan. Namun 

mengingat sampah di TPA Burangkeng masih dan 

kian menumpuk dengan didominasi oleh sampah 

plastik, menandakan kebijakan pengurangan peng-

gunaan kantong plastik belumlah konsisten dan 

jelas untuk dijalankan. Terlebih masih adanya ke-

lompok sasaran masyarakat dan pelaku usaha ter-

utama di desa yang masih dan tetap menggunakan 

kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini 

diperparah dengan respon dari sebagian besar 

masyarakat underestimate dan tidak yakin bahwa 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik dapat berhasil untuk diwujudkan dengan 

signifikan dan optimal. Padahal menurut Febrianti 

et al., (2022), partisipasi publik sangat menentu-

kan dalam program penanganan sampah plastik. 

 

Sumber Daya 

Nuzululita A et al., (2020) mengemukakan 

keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan 

perlu adanya dorongan yang berasal dari berbagai 

jenis sumber daya. Pertama, staf terkait dengan 

jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh imple-

mentor lapangan bagi kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi, 

belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, ter-

utama jumlah petugas pada wilayah padat pen-

duduk. Bahkan petugas dilapangan yang bertugas 

untuk menyapu jalan juga masih kurang mencu-

kupi. Selain itu kemampuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh implementor di lapangan juga belum 

memadai. Alhasil, kekurangan petugas ya-ng sigap, 

cakap, dan kompeten di lapangan meng-hambat 

pelaksanakan kebijakan pengurangan penggunaan 

kantong plastik. Kecukupan baik kua-litas dan 

kuantitas implementor diperlukan untuk 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Dikarena-

kan, tanpa kehandalan implementor akan me-

nyebabkan kebijakan menjadi lambat dan kurang 

energik (Nasution et al., 2022). 

Kedua ialah informasi. Dalam menyampa-

ikan informasi, para implementor berpedoman 

pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 

34 Tahun 2019. Tidak hanya itu, juga terdapat 

ketersediaan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan 

petunjuk teknis (Juknis) yang digunakan oleh 

UPTD Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Per-

sampahan guna mengatasi dan menangani masalah 

sampah. Nantinya, sebelum petugas bekerja baik 

pedoman yang berupa regulasi Juklak dan juknis 

akan dijabarkan dan dijelaskan kembali oleh koor-

dinator petugas di lapangan kepada para anggo-

tanya untuk pembagian tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Penyampaian informasi kepada 

kelompok sasaran, dilaksanakan oleh DLH mela-

lui cara dan media komunikasi baik konvensional 

maupun modern, visual maupun audiovisual ke-

pada para kelompok sasaran. Misalnya, mengin-

truksikan toko modern untuk menggunakan tas dan 

kantong ramah lingkungan, seperti goody bag 

maupun paper bag. 

Gambar 1. Penggunaan Kantong Ramah Lingkungan 

pada Ritel Modern  
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Ketiga adalah kewenangan, diketahui bah-

wa kewenangan dan tugas dari Pemkab Bekasi 

termasuk di dalamnya DLH telah diatur pada Pasal 

4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi 

Nomor 34 Tahun 2019. Dalam melak-sanakan 

kewenangan dan tanggung jawab, ter-dapat 

masalah yang berkaitan kewenangan berupa 

kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurang-

nya sinergitas dan integrasi antar pihak. Oleh 

karena itu, Pemkab Bekasi termasuk DLH 

berinisiatif untuk membentuk Satgas Penanganan 

Permasalahan Lingkungan Hidup (PPLH) yang 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam 

mempercepat penanganan masalah sampah dan 

pencemaran lingkungan.  

Adapun Satgas ini masih sampai di tahap 

untuk menunggu Surat Keputusan (SK). Pem-

bentukan Satgas PPLH dan Peraturan Bupati 

Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 saling 

berhubungan satu sama lain. Hal ini dikarenakan, 

keduanya sama-sama didasarkan pada semangat 

sinergitas dan kolaborasi melalui pelibatan ber-

bagai stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, 

instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan 

masyarakat. Proses ini berguna agar kerjasama 

yang dijalankan dapat terlaksana dengan baik, serta 

untuk menentukan pembagian tugas masing-

masing stakeholder dalam menjalankan kerjasama 

yang terjalin (Hendriks, 2019). Sehingga dapat 

terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, 

dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.  

 

 

 
Gambar 2. Penggunaan Sarana dan Prasarana dan 

Kondisi Penumpukan Sampah Pada TPA Burangkeng  

 

Keempat adalah fasilitas, keberadaan fasili-

tas fisik berupa sarana dan prasana yang tersedia 

dibagi secara umum untuk permasalahan sampah 

dan lingkungan, dan secara khusus untuk kebija-

kan pengurangan penggunaan kantong plastik. 

Adapun sarana dan prasarana untuk masalah 

sampah secara umum di Kabupaten Bekasi berupa 

ketersediaan 1 TPA yang berlokasi di Desa 

Burangkeng Kecamatan Setu dengan sistem open 

dumping yang kemudian digantikan sistem 

sanitary landfill. Akan tetapi, keadaan TPA ini 

melebihi kapasitas dari standar yang telah di-

tentukan. Pada TPA Burangkeng terdapat fasilitas 

lainnya mulai dari ketersediaan alat angkutan truk, 

buldoser, ekskavator, wheel loader dan gerobak 

sampah. Juga ditunjang dengan keberadaan unit 

pengelolahan leachate (air lindi) dan gas. Namun 

fasilitas fisik ini memang masih kurang dan belum 

canggih.  

Berbeda halnya dengan fasilitas berupa sa-

rana dan prasana yang secara khusus untuk ke-

bijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, 

hanya berupa spanduk, baliho, poster, dan media 

komunikasi visual lainnya guna memberikan 

sosialisasi bagi kelompok sasaran terutama 

masyarakat. Juga media audiovisual melalui siaran 

di radio. Akan tetapi fasilitas untuk menunjang 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik masih kurang memadai, apalagi belum 

adanya laboratorium beserta alat uji kandungan zat 

kimia pada kantong plastik. Dalam kebijakan 

pengurangan sampah, harus didukung dengan 

fasilitas yang dapat berfungsi dengan optimal 

(Marazzi et al., 2020; Van et al., 2021). 

 

Disposisi 

Disposisi merupakan karakteristik atau 

watak yang dimiliki pelaksana, meliputi kejujuran, 

komitmen, kesetiaan, dan sifat demokratif (Nuzu-

lulita A et al., 2020). Jika pelaksana mempunyai 

watak yang baik, implementor bisa melaksanakan 

kebijakan dengan optimal pula sebagaimana yang 

diharapkan pembuat kebijakan. Pada poin kognisi, 

diketahui bahwa para petugas dari semua ting-

katan manajemen baik puncak, menengah, dan lini 

pertama di Kabupaten Bekasi harus dan telah 

membaca, mengerti, dan memahami secara men-

dalam materi dan substansi dari Peraturan Bupati 

Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 dengan 

baik. Adanya pemahaman petugas akan isi ke-

bijakan menimbulkan kemauan yang sungguh-

sungguh dari dalam diri mereka untuk melaksana-

kan kebijakan tanpa adanya paksaan. Alhasil, para 

petugas telah memiliki sikap yang sesuai keten-

tuan pelaksanaan kebijakan untuk dapat bekerja 

dengan terstruktur dan sistematis sesuai tugas 

pokok dan fungsi masing-masing dalam mem-

berikan pengarahan dan pemahaman kepada ke-

lompok sasaran.  

Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh pe-

tugas implementor selain berasal dari upaya diri 
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sendiri dengan membaca ketentuan dalam Pera-

turan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 

2019. Juga dibangun melalui proses arahan pada 

apel/upacara pagi baik di DLH maupun UPTD 

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan 

yang disampaikan kepala dinas, sekretaris daerah, 

ataupun koordinator petugas lapangan. Kemudian 

juga berasal Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para 

petugas baru di lapangan oleh UPTD. Berbeda 

halnya dengan pemahaman yang dimiliki pelaku 

usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan kebija-

kan ini, terbagi menjadi pihak pro dan kontra. 

Adapun masyarakat yang pro dan sudah menerap-

kan hanyalah sebagian saja, terutama pelaku usaha 

waralaba toko ritel modern. Kebanyakan masya-

rakat yang kontra masih mengganggap hal ini 

kurang penting dengan persepsi bahwa kebijakan 

ini hanya sekedar himbauan yang tidak mem-

berikan sanksi bagi mereka, terutama yang tinggal 

di daerah perdesaan, maupun pengusaha toko 

kelontong rumahan dan pasar tradisonal. 

Pada poin arahan dan tanggapan dari im-

plementor kebijakan yaitu pihak DLH dan UPTD 

Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan, 

telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

diatur dalam kebijakan. Sehingga apabila ada sua-

tu masalah yang terjadi di lapangan, dapat diberi-

kan solusi secara langsung. Segala arahan yang 

diberikan oleh implementor kepada kelompok 

sasaran dilaksanakan dalam bentuk persuasif be-

rupa himbauan. Namun arahan dan tanggapan 

pelaksana belumlah adil, tegas, dan konsisten. 

Dikarenakan tidak semua kelompok sasaran, 

terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah 

perdesaan, maupun pengusaha toko kelontong 

rumahan dan pasar tradisional yang masih dengan 

bebas menggunakan kantong plastik yang jelas 

tidak ramah lingkungan. 

Poin terakhir yaitu intensitas respon dan 

tanggapan pelaksana. Pihak instansi dan OPD yang 

ada di Kabupaten Bekasi, terutama DLH telah 

menunjukkan komitmennya dalam menyi-kapi 

keberadaan kebijakan dan memerangi sam-pah 

plastik. Yang mana, mereka merespon kebija-kan 

dengan komitmen melalui perilaku untuk 

mengurangi penggunaan kantong plastik. Hal ini 

juga terlihat dari upaya mereka yang meniadakan 

dan mengganti penggunaan bahan yang berpotensi 

jadi sampah terutama ketika mengadakan acara dan 

rapat, seperti nasi kotak, gelas dan botol dari bahan 

plastik sekali pakai dengan penggunaan prasmana 

dan penyediaan dispenser air. Juga menghimbau 

pegawai untuk membawa reusable bag dan 

tumbler. Meskipun awalnya sulit untuk dilakukan 

oleh para implementor. Sebab, kendala vital dalam 

mengonversikan penggunaan plastik ialah 

mengubah kebiasaan menerapkan kantong plastik 

(Liu et al., 2021). 

Gambar 3. Talkshow oleh DLH Kabupaten Bekasi  

 

Secara keseluruhan upaya Pemkab Bekasi 

termasuk DLH melakukan kampanye dan sosia-

lisasi langsung pada setiap waktu tertentu seperti 

kegiatan car free days di jalan protokol dan talk-

show. Juga menyediakan bank sampah di setiap 

kecamatan bahkan tingkat RT/RW dan gerakan 

sedekah sampah, yang mana upaya-upaya ini ber-

tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat 

dalam memilah dan mengelolah sampah. Bahkan 

pihak DLH telah merencanakan untuk mem-

berikan penghargaan kepada petugas yang telah 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan 

baik untuk ditetapkan sebagai Pegawai Teladan 

oleh Pemkab Bekasi. Nantinya DLH akan mem-

berikan peningkatan nilai kinerja dan insentif yang 

tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku 

kepada Pegawai Teladan. Keadaan berbeda di-

tunjukkan oleh kebanyakan dari kelompok sasaran 

terutama masyarakat merespon hadirnya kebijakan 

ini dengan underestimate dan tidak yakin dapat 

berhasil diwujudkan dengan signifikan dan 

optimal.  

Penjelasan temuan terkait sub fokus yaitu 

kognisi, arahan dan tanggapan pelaksana, dan in-

tensitas respons dan tanggapan pelaksana pada fo-

kus disposisi di atas dapat dipahami, sebab apabila 

para implementor mempunyai kecenderungan 

bersikap positif dan mendukung suatu kebijakan 

maka implementasi kebijakan berkemungkinan 

besar sesuai dengan keputusan awal. Begitupun 

sebaliknya, menurut Awaliyah et al., (2022) jika 

para implementor cenderung bersikap negatif dan 

menolak kebijakan akibat konflik kepentingan 

maka implementasi akan mengalami berbagai 

kendala yang cukup serius. 
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Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi menekankan dibutuh-

kannya standar operasional prosedur (SOP) yang 

mengatur tata birokrasi diantara para implementor 

(Nuzululita A et al., 2020). Selain itu, berkaitan 

dengan adanya fragmentasi atau pembagian tang-

gung jawab kerja. Dalam proses implementasi pe-

ngurangan penggunaan kantong plastik di Kabu-

paten Bekasi telah memiliki alur struktur orga-

nisasi yang cukup jelas berkaitan dengan pem-

bagian tugas dan tanggung jawab (fragmentasi), 

sehingga tidak tumpah tindih dan terstruktur. 

Koordinasi dan kerjasama terkontruksi diantara 

DLH Kabupaten Bekasi dengan UPTD Bidang 

Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan yang 

bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasio-

nal dan penunjang. Selain itu, DLH senantiasa 

berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak 

eksternal yaitu aparat UPTD pengelola pasar tradi-

sional mengingat banyaknya penggunaan kantong 

plastik di wilayah tersebut serta dengan instansi 

yang menangani sungai dan sumber daya air.  

Selama ini, DLH juga berkoordinasi dengan 

Dinas Perdagangan dan Pasar, Dinas Perindus-

trian, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Satu 

Pintu, Satpol PP, dan pihak Kecamatan maupun 

Desa. Terlebih lagi pentingnya keterlibatan semua 

instansi dan OPD pada Pemerintahan Kabupaten 

Bekasi melalui koordinasi yang dilakukan, me-

ngingat penggunaan kantong plastik menjadi ma-

salah bersama baik yang terkait secara langsung 

maupun tidak langsung. Koordinasi dalam proses 

komunikasi antar organisasi menjadi faktor yang 

menilai sejauh mana para aktor bertanggung jawab 

akan implementasi kebijakan (Arruada & Buainain, 

2018). 

Meskipun begitu, masih disayangkan adanya 

kekurangan dan hambatan di dalam proses 

koordinasi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten 

Bekasi. Mulai dari rapat koordinasi secara formal 

yang harusnya diselenggarakan 3 bulan sekali, 

hanya menjadi wacana disebabkan koordinasi 

dilakukan secara informal dalam bentuk obrolan. 

Selain itu, dalam menunaikan proses koordinasi 

ditemukan hambatan terkait penentuan waktu, 

penentuan koordinator yang memiliki kewenangan 

dalam mengkoordinir, dan terkait anggaran. Da-

lam implementasi suatu kebijakan tentu saja tidak 

terlepas dari berbagai macam permasalahan yang 

ada. Masalah implementasi kebijakan ini berkaitan 

dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi 

dari kebijakan tersebut. Permasalahan yang terjadi 

dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam 

pencapaian tujuannya (Kusmayadi & Hertati, 

2022). 

Jika dikaitkan pada SOP dalam kebijakan 

pengurangan penggunaan kantong plastik me-

ngacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi 

Nomor 34 Tahun 2019. Namun masih belum 

adanya SOP khusus yang disediakan oleh Peme-

rintah Kabupaten Bekasi termasuk DLH sebagai 

aturan pendukung dalam kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik. Mengatasi kekura-

ngan dan hambatan dalam alur struktur organisasi 

terkait fragmentasi dan SOP menjadi penting, 

karena kedua hal tersebut merupakan bentuk 

karakteristik utama dari suatu birokrasi serta juga 

untuk menerapkan kebijakan secara efektif dan 

efisien (Adam et al., 2017). 

Kehadiran Tim Satgas PPLH melalui 

pelibatan seluruh instansi dan OPD Pemerintahan 

Kabupaten Bekasi, dapat berwenang dan bertang-

gung jawab untuk mempercepat penanganan 

masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Juga 

Tim Satgas ini akan ditunjang oleh adanya struktur 

organisasi disertai tugas pokok dan fungsi yang 

jelas. Namun hingga saat ini Tim Satgas be-lum 

terbentuk, karena masih menunggu keluarnya SK 

pembentukan. Menurut Nyathi & Togo (2020), 

keefektifan legislasi tergantung dengan penegakan 

secara konsisten dalam mendidik mas-yarakat guna 

mewujudkan dukungan lingkungan. 

 

KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan menggunakan mo-

del Edwards III terdiri dari faktor komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang 

secara keseluruhan memengaruhi terhadap 

kesuksesan pelaksanaan kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik. Pertama, faktor 

komunikasi telah terlaksana meskipun ditemukan 

kekurangan terkait ketidakjelasan dan inkonsis-

tensi melalui sosialisasi kebijakan yang tidak 

menyasar kepada semua pihak terkait atau belum 

masif dan maksimal. Kedua, sumber daya telah 

terimplementasi walaupun masih belum memadai 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketiga, 

disposisi telah hadir dalam implementasi kebija-

kan tetapi masih dapat dinilai bahwa implementor 

belumlah adil, tegas, dan konsisten, terlebih mas-

yarakat merespon hadirnya kebijakan ini dengan 

underestimate dan tidak yakin dapat berhasil di-

wujudkan dengan signifikan dan optimal. Ke-

empat, struktur birokrasi telah terimplementasi 

meskipun ditemukan hambatan terkait alur stru-

ktur organisasi berkenaan fragmentasi dan SOP 

yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui upaya 

percepatan pembentukan Satgas PPLH. 
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